KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS] JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATLUL ATHFAL
Momor @ RA J 16.0190 / 2018

MNama Madrassh

Alamat

Deza'Kelurahan
Kecamatan
Kzbupaten/Kola

Pravins

Panyslenggara Madrasah

Akte Motars Penyelenggara
Pengasahan Akte Nolans

Diberikan kepads -

- RAUDHATUL ATHFAL AL HIKMAH

JALAN HAYAM WURLIK NC. 31 RT 5 RW 2

- WATESUMPAK
- TROWULAN

KABUPATEN MOJOKERTO
JAWA TIMUR
YAYASAN AL HIKMAH TROWULAN MOJOKERTO

¢ WO 25, RAHMAT SANTOS0, 5H
. AHU-0008004 AH.01.04 TAHUN 2018 / 8 JUNI 2018

Dangan Nomor Statistik Madrasah (NSM)»

1

1ID 1[2

‘|

] K o Y - D T 4 0
e, N, M3
'E:\ r'.;‘lj:ﬁ;';." [,




KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINEI JAWA TIMUR
NOMOR 1094 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

RAUDHATUL ATHFAL AL HIKMAH WATESUMPAK TROWULAN HABUPATEN MOJOKERTO

FROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA EANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang 1A,
b.
C.
Mengingat A ¥
2,
3.

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
Raudhatul Athfal vang bermutu, perlu memberikan
kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesual dengan
standar nasional pendidikan;

bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini telah memenuhi  persvaratan
administratif, teknis dan kelayakan vang telah ditetapkan
berdasarkan Neota Dinas Pertimbangan dari Kepala Hu'iﬂng
Pendidikan Madrasah Nomor
70/Kw.13.2.5/PP.00/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan
Rekomendasi dari Kepalan Kantor Kementerdan Agams
Kabupaten Mojokerto Nomor: B-2224/ Kk.13.11/ 2/
PP.D0.4/ 05/ 2019 tanggal 20 Mei 2019;

balrwa Derdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilavah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur tentang Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal
Al Hikmah Watesumpak Trowulan Kabupaten Mookerto
Provinsi Jawa Timur.,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {(Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4301];

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dogsen (Lembaran Megara Hepublik Indonesia Tahun 2005
Nomar 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301};

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4496) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tabhun 2005 tentang Standsr Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);



10,

11.

S

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Igdonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan  Pendidikan  (Lembaran Negara  Repuhlik
Indomesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
494 1), . sebapaimana  telah  diubsh  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Permturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Momor
3150} sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemermtah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyvelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3137);

Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarans dan Prasammna Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ihtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Ates/ Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar [si Pendidikan
Apama Isiam dan Bahasa Arab i Madrasah:

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota  sebagaimana telah  diubah  dengan
Peraturan Menterd Pendidikan dan Kebudayvaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterd
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrmsah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 2012
Nomor 206) schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Noemor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 (entang
Fengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684},
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12, Peraturan Mentern Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenpearansn Pendidikan Madiosah, sclbapgimans ielah
diubah dengan Pemnturan Menieri Apama Nomor H6 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedun Atas Peraturun Menterd
Agnma Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penvelenpggaraan
Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

+ KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL Al HIKMAH WATESUMPAK TROWLLAN
KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul  Athfal

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bagi Raudhatul Athfal setelah jangka waktu 4 (empat) tahun,

Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :

a, Menyvampailkan laporan perkembangan Raudhatul  Athfal
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat
paling sedikit perkembangan jumlah peserta  didik,
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarAna prasarana, dan pelaksanasn pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi PAUD/ Raudhatul
Athfal kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

» Dalam  hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Kedua huruf s diniai memenuohi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan  pendidikan
dan/atau basil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua
huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin opetasional
sebapgaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

:Dalam hal perkembanogan Raudhatul Athial  sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Keduas huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyvelenggaraan  pendidikan
danfatau hagil akreditasi sebagaimana dimaksud Dikium Kedua
huruf b tidak mendapat peringkal minimal €, maka izin
operasional scbagaimana dimaksud delam Diktum  Kesatu
dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Juli 2019

FREALA KANTOR WILAYAH
LARNTERIAN AGAMA




LAMPTRAN

KEPUTLSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR (094 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL
HIKMAH WATESUMPAK TROWULAN
KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI
JAWA TIMUR

II_}ENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Raudhatul Athfal

RAUDHATUL ATHFAL AL HIKMAH
WATESUMPAK TROWULAN KABUPATEN
MOJOKERTO

2 | Nomor Statistik Madrasah | 101235160190
3 | Alamat Raudhatul Athfal JALAN HAYAM WLURUK NO. 31 RT 5 EW 2
DESA WATESUMPAK
EECAMATAN TROWULAMN
KABUPATEN MOLIOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
4 | Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN AL HIKMAH TROWULAN
MOJOKERTO
5 | Akte MNotars Organfsasi | NO.25, RAHMAT SANTOS0, SH
Penvelengeara
6 Pengesahan Akte Notaris | AHU-0008004.AH.01.04. TAHUN 2018 /
Organisasi Penvelenggara & JUNI 2018

AlA KANTOR WILAYAH
ENT ERIAN AGAMA
MR JAWA TIMLUE,




